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Abstrak 
Peran penyidik merupakan suatu rangkaian perilaku yang ditumbulkan dalam suatu jabatan 
sebagai penyidik yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sesuai dalam 
KUHAP yang denga bukti tersebut membuat terang kasus tindak pidana yang terjadi. Pokok 
permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak 
kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Biringkanaya Makassar, dengan submasalah yaitu 
Bagaimana peran Penyidik dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di 
Polsek Biringkanaya. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Penyidik Polsek Biringkanaya 
dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana perspektif hukum Islam 
mengenai peran penyidik dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polsek 
Biringkanaya Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau field 
research kualitatif deskrptif dengan pendekatan penelitian syar’i, serta pendekatan yuridis 
formal. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian 
teknik pengelolaan data dengan cara: identifikasi data, verivikasi data dan analisis data. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik polsek biringkanaya dalam menangani 
kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga sekarang belum berjalan secara maksimal 
dikarenakan masih kekurangan anggota PPA terutama Polwan yang nantinya akan menangani 
kasus KDRT jika korbannya itu adalah perempuan, hukum Islam memandang mengenai peran 
penyidik dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan 
yang hukumnya Fardhu Ain. 
Kata Kunci: Penyidik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Islam 
Abstract 
The role of investigators is a series of behaviors that are created in a position as an 
investigator who aims to find and collect the appropriate evidence in the criminal CODE that 
with the evidence makes the light of the crime case occur. The subject matter of this study is 
how the role of investigators in dealing with domestic violence at Makassar's Biringkanaya 
police, with subissues of how the investigator's role in dealing with domestic violence in the 
Polsek Biringkanaya. What factors impede Biringkanaya's police investigator in dealing with 
domestic violence. How is the perspective of Islamic law on the role of investigators in 
handling acts of violence in households in Makassar's Biringkanaya police. By using the field 
research method or qualitative field research deskrptif with the approach of Syar'i research, 
as well as a formal juridical approach. Further methods of data collection by observation, 
interviews, then data management techniques by: Data identification, data verification and 
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data analysis. The results of this study showed that the role of investigators in the police force 
in dealing with domestic violence cases until now has not run optimally due to the shortage of 
members of PPA, especially Polwan who will then handle the case of domestic violence if the 
victim is a woman, Islamic law looked at the role of investigators in dealing with the act of 
abuse in the home is an action that is ruling 
Keywords: Investigator, Domestic Violence, Islamic Law 
 
 
A. Pendahuluan  
Dalam mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang baik secara 
spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia 
tahun 1945, sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan 
berbasis nasional yang tentunya perlu ditingkatkan secara berkesinambungan, 
masyarakat terus berkembang dimana pembangunan mengikuti proses penyesuaian diri 
yang kadang mencerminkan proses yang tidak seimbang , menyebabkan pelanggaran 
terhadap aturan yang ada dan meningkatkan masyarakat dalam masyarakat yang dapat 
merajalela sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang dihadapi dan pola pikir yang 
melaju dengan cepat.  
Seperti yang kita ketahui sistem peradilan Indonesia diprakarsai dari tingkat kepolisian, 
kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai garda terdepan 
dalam serangkaian sistem peradilan pidana yang sangat penting dalam penegakan hukum 
pidana di Indonesia. Polri juga demikian aparat hukum yang sering kali berinteraksi 
dengan anggota masyarakat baik langsung maupun tidak. 
Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 menguraikan tentang tugas utama Kepolisian 
Indonesia (Polri), yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, melindungi dan melayani masyarakat1. Namun disisi lain, terkadanag mendegar 
polisi yang masih kurang profesional dalam proses penyelidikan sampai ke tahap 
penyidikan, dugaan melakukan tindak kekerasan, salah tanggap, hingga tuduhan 
pelangaran hak asasi manusia, sehingga dapat merusak citra baik dari kepolisian. 
                                                   
1 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia  
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Awal proses penanganan kasus pidana dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik 
memainkan peranan penting dalam pengelolaan citra positif polisi di masyarakat. 
Kemampuan penyidik untuk menangani masalah kriminal dari penguasaan lapangan, 
penguasaan atas peraturan perundang-undangan, menemukan bukti, dan menyerahkan 
semua kasus file dan tersangka kepada Jaksa (JPU) merupakan tugas yang besar dan 
memerlukan pedoman yaitu nilai Pancasila dan sebagai bagian dari tuntutan 
perkembangan zaman, maka para penyelidik juga diharapkan untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi dalam melakukan tugas penyidikan khususnya dalam rangka 
memberikan kepuasan dan kebutuhan pelayanan dalam masyarakat. 
Salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah tentang kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masih dianggap privat, ketegangan dan 
konflik adalah umum, mulai dari perselisihan, pertengkaran, ejekan yang mencemooh 
atau bahkan sedang berlangsung adalah hal yang biasa. Namun, mereka mungkin 
menjadi bagian dari bentuk tertentu kekerasan dalam rumah tangga. 
Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT, sebenarnya dapat menimpa siapa 
saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara 
umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh 
suami. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan korban dari KDRT adalah permpuan 
(istri). Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta” 2.  Salah satu ayat Allah 
SWT  yang menjelaskan bahwa diciptakan istri agar suami lebih merasakan tentram 
bukan malah sebaliknya Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: 
ا  ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا ِلِّتَْسُكُنْوٖٓ ُكْم ِمِّ ٖٓ اَْن َخلََق لَ َودَّ َجعََل بَ َها وَ اِلَيْ َوِمْن ٰاٰيتِه  ِانَّ ِفْي ٰذِلَك َلٰ ْينَُكْم مَّ َرْحَمةً ۗ  ٢١ٰيٍت ِلِّقَْوٍم يَّتَفَكَُّرْوَن ةً وَّ
Terjemahnya:  
Dan di antara tanda kekuasaan-nya adalah dia menciptakan bagi Anda para istri 
Anda sendiri, agar kamu boleh cenderung dan merasa tenang padanya, dan dibuat 
antara kamu rasa cinta dan kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.3 
                                                   
2 Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 
dan Gender, 1999). hlm. 22. 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya  Penulis, ( Semarang: PT Karya Toha 
Putra, 1996) hlm. 324. 
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Dengan ketentuan pidana dalam UU Nomor 23 tahun 2004 yang telah merumuskan 
beberapa tindak pidana kekerasan di rumah tangga yang dapat dipandang sebagai 
terobosan dan payung hukum dalam menjangkau rumah tangga yang telah ditutup 
dengan hukum. Kemudian penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
diserahkan kepada petugas kepolisian sebagai ujung tombak penyidikan dan proses 
penanganan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan latar belakang  telah dipaparkan diatas penulis tertarik mengangkat dan 
meneliti permasalahan yang terjadi di lingkup Polsek Biringkanaya Makassar dengan 
judul “Peran penyidik dalam menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga di 
Polsek Biringkanaya Makassar (Perspektif Hukum Islam). 
 
B. Metode Penelitian (Bold)  
Jenis penelitian ini menggunakan field Research kualitatif. Dengan teknik pengumpulan 
data yang pertama, metode pengamatan (observasi) yaiut peneliti melakukan 
pengamatan terhadap lokasi obyek penelitan. Kemudian wawancara yaitu dilakukan 
dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa pihak yang berwenang untuk 
memperoleh informasi yang dilakukan melalui tatp muka (face to face) dengan mengacu 
pada pedoman wawancara. Ketiga, dokumen yaitu dengan cara mengidentifikasi, 
mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
di Polek Biringkanaya 
Dalam pasal 1 butir (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Indonesia atau 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan4. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan yang 
                                                   
4 R. Soenarto Soerodibro, KUHP dan KUHAP (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 359 
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dilakukan oleh penyidik adalah untuk, menunjukkan siapa yang telah melakukan 
kejahatan dan memberikan bukti dari kesalahan. Untuk mencapai hal ini, penyelidik 
akan mengkompilasi informasi dengan fakta atau peristiwa tertentu5. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) Tentang 
Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 
2010 ditetapkan kepangkatan penyidik Polri dalam Pasal 2A ayat 1 yaitu6: 
a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dab berpendidikan paling rendah 
sarjana strata satu atau yang setara 
b. Bekerja di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun 
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse criminal 
d. Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dibuktikan oleh keterangan dokter 
e. Memiliki kemampuan tinggi dan integritas moral. 
Untuk mengetahui proses penanganan dan dan faktor penyebab terjadinya tindak 
kekerasan dalam rumah tangga diwilayah kecamatan Biringkanaya yang dilakuakn oleh 
penyidik, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu data-data atau laporan polisi (LP) 
yang terjadi, dalam penelitian ini hanya menyajikan data 2 tahun yakni periode 2018-
2019. 
Tabel 1. Data Laporn Polisi Tahun 2018-2019  





1 Damai (Cabut Laporan) 23 10 
2 Dilimpahkan ke Pengadilan 12 3 
Jumlah Kasus yang dilaporkan 35 13 
Sumber: Bareskrim Polsek Biringkanaya Makassar (17-02-20120) 
 
a. Pelaksanaan Penyidikan 
                                                   
5 Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana (Jakarta: Paradnya Paramita, 2002), hlm. 18 
6 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana  
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Kasus yang dilaporkan ke Polsek Biringkanaya Makssar dari tahun 2018 sebanyak 35 
kasus dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 sebanyak 13 kasus yang dilaporkan. 
Penyidikan suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik dilaksanakan setelah 
diketehui bahwa suatu peristiwa tersebut mengandung unsur pidana (criminal). Tindak 
pidana dasar hukum ditemukannya dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP, Pasal 106 
KUHAP, Pasal 108 KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 111 KUHAP. 
Pelanggaran pidana dapat diketahui melalui: laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau 
diketahui langsung oleh polisi. 
Berita acara dibuat untuk setiap tindakan dan ditanda tangani oleh semua pihak, sesuai 
dalam pasal 75 ayat (1) KUHAP yaitu: 




5) Pemasukan rumah 
6) Penyitaan benda 
7) Pemeriksaan surat 
8) Pemeriksaan saksi 
9) Pemeriksaan ditempat kejadian 
10) Pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan 
11) Pelakasanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. 
b. Penindakan 
Ini adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau hal yang harus dilakukan 
dengan tindak pidana yang terjadi, berkaitan hal tersebut Penyidik Polsek Biringkanaya 
melakukan tindakan hukum yang berdasarkan Undang-undang sebagai berikut: 
1) Pemanggilan tersangka 
Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas 
dasar Laporan Polisi (LP), laporan hasil penyelidikan dan pengembangan yang 
tertuang dalam berita acara, apabila orang yang dipanggil wajib datang kepada 
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Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan 
perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.  
2) Penangkapan 
Didalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP dijelaskan, “Atas perintah 
penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan 
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan”. Penangkapan dilakukan 
oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik yang 
melakukan penangkapan wajib melengkapi atau membawa surat perintah 
penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Dalam 
hal tertangkap tangan tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas tanpa 
dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat tugas. 
a) Setelah penangkapan dilakukan, pemeriksaan segera diadakan untuk 
menentukan apakah penahanan yang diperlukan dipegang atau tidak, 
mengingat periode penangkapan yang diberikan oleh UU hanya 1x24 jam 
jam, kecuali terhadap kasus narkotika (2x24 jam); 
b) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat diambil, kecuali telah secara sah 
disebut dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang 
sah; 
c) Setelah penangkapan yang diberikan 1 (satu) bagian dari surat perintah 
penangkapan harus diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada 
keluarganya. 
3) Penahanan 
Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan 
tindak pidana KDRT berdasarkan bukti yang cukup, untuk mencegah timbulnya 
hal yang  mengkhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penahanan wajib 
dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau 
atasan penyidik selaku penyidik. 
4) Penggeledahan 
Peran Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
di Polsek Biringkanaya Makassar (Perspektif Hukum Islam) 
 
Riswan Hasdal, Rahma Amir 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 463 
Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk 
kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap 
badan, pakaian, rumah dan tempat lainnya menurut tata cara yang ditentukan 
dalam undang-undang guna menemukan barang bukti yang belum ditemukan 
oleh Penyidik untuk kemudian penyidik bisa melakukan penangkapan tersangka. 
5) Penyitaan 
Dalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) dijelaskan benda yang dapat dikenakan 
penyitaan yaitu: 
a) Benda atau tagihan dari tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau 
sebagian diduga Diperoleh dari tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak 
pidana; 
b) Objek yang telah secara langsung digunakan untuk melakukan kejahatan atau 
untuk mempersiapkan mereka; 
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi Investigasi Kriminal; 
d) Objek yang secara khusus dibuat atau dicadangkan untuk tindak pidana; 
e) Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang 
terlibat. 
 
2. Faktor-faktor Yang Menghambat Penyidik Dalam Menangani Tindak 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polsek Biringkanaya 
a. Korban 
Dalam proses  peyidikan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu 
Polsek Biringkanaya sering mendapatkan kendala ketika korban dimintai 
keterangan, Bripka Sabaruddin selaku penyidik pembatu riksa 3 Reskrim 
menjelaskan bahwa: 
b. Saksi 
Dalam proses penyidikan di Polsek Biringkanaya salah satu kendala yang sering 
dihadapi dalam Kasus Kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya saksi 
yang melihat atau melaporkan kejadian tersebut sehingga penyidik kesulitan untuk 
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mendapatkan bukti atau kejelasan dalam perkara yang dilaporkan. 
Menurut penulis akibat kurang tanggapnya masyarakat dalam melapor 1x24 jam 
dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga luka yang ditimbulkan pada 
saat kejadian terkadang sudah hilang sehingga akan sulit ketika divisum atau 
dimintai keterangan. Akhirnya laporan dari korban sulit untuk dikembangkan ke 
tahap selanjutnya, maka peran masyarakat sangat diperlukan dan tidak memandang 
kasus Kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan privat. 
c. Upaya Damai 
Penyidik Polsek Biringkanaya dalam Kasus kekerasan dalam rumah tangga 
tentunya mengadakan upaya damai atau mediasi antara pihak guna mengembalikan 
keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai, 
namun dalam upaya damai ini terkadang mendapatkan kendala  
d. Kurangnya Personil PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) 
Kurangnya sumber daya manusia penyidik PPA juga merupakan salah satu kendala 
dalam mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga kerena tidak menutup 
kemungkinan kasus Kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat khususnya di 
wilayah Biringkanaya Makasssar.  
 
3.  Perspektif Hukum Islam Mengenai Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Sebagai umat Islam kita harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan 
tertinggi adalah aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT ditetapkan  dalam Al-Qur'an, 
sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang 
disebut Sunna atau Hadis. Kemudian dibawahnya lagi, ada aturan yang dibuat oleh para 
pemimpin, apakah pemimpin pemerintahan, negara, wilayah, atau pemimpin lain 
termasuk pemimpin keluarga.7 
                                                   
7 Umar syihab, hukumkeluarag islam dan transpormasi pemikiran, Cet. 1, (Semarang Bina utama, 
1996), hlm. 15  
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Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana mulai 
dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka 
persidangan oleh Majelis Hakim adalah berupa kegiatan yang berhubangan dengan 
pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan, karena proses pembuktian sudah ada dan 
dimulai pada saat penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. 
Pembuktian dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata “bayyinah” yang artinya sesuatu 
yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya al-Thuruq al-Hukmiyah 
mengartikan “bayyinah” sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan 
menjelaskan kebenaran sesuatu8. 
Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu  dari sesuatu 
peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti upaya untuk menunjukkan 
benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.9 
Menurut hukum Islam kesediaan saksi mengemukakan kesaksian oleh orang yang 
menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Ain. 10 Allah SWT. 
Berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 283 : 
ٖٓ ٰاثِ  َۗ َوَمْن يَّْكتُْمَها فَِانَّه  ۗ  َوَل تَْكتُُموا الشََّهادَة  ٌم قَْلُبه 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, dan siapanpun yang 
menyembunyikannya, mak dia adalah orang yang berdosa hatinya.11  
Muhammad Abduh menjelaskan arti ayat-ayat di atas bahwa seseorang yang menemui 
suatu peristiwa kriminal yang ia saksikan dan sadari oleh pikirannya dan hati nurani 
beliau kemudian dapat ditemukan untuk memenjarakan kesaksian di dalam hatinya, 
                                                   
8 Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/1988 M), hlm. 
122.  
  
9 Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 135. 
10 Abdurrahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum, ( Jakarta: Grafindo, 2002), 
hal. 57  
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya Toha Putra, 
1996), hal. 38   
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sehingga menjadikan dirinya orang yang berdosa. 12 Salah satu prinsip pengakuan dan 
perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia yang telah diuraikan dalam QS 
al-Isra '/17:33, dalam Surah itu dapat ditarik suatu hukum bahwa manusia dilarang untuk 
menghilangkan kehidupan orang lain atau hidupnya, di sini tampaknya jelas bahwa hak 




Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan, dalam penyidikan penyidik berusaha mencari 
barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang kasus sehingga penyidik dapat 
menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga sama dengan tindak pidana lainnya, dimana ada laporan atau pengaduan 
yang dilakukan oleh pihak korban atau pihak lain. 
Tidak adanya saksi dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah 
satu faktor penghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, mediasi merupakan 
jalan pertama yang ditempuh jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian 
kurangnya fasilitas yang mendukung seperti SDM kepolisian juga sangat berpengaruh 
dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menangani 
kasus kekersan dalam rumah tangga. 
Islam tidak mengenal istilah atau defenisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, 
tetapi Islam lebih mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dapat dibenarkan 
oleh syariat, yang ada ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan yang 
dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa seseorang. Ajaran Islam adalah rahmatan lil 
‘alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, mulai dari lingkup individu, keluarga, dan 
masyarakat, segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajran Islam 
jika itu terjadi maka haram untuk dilakukan. 
                                                   
12 Muhammad Abduh,  Tafsir al-Manar, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960, hal. 132 
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Diharapkan agar pemerintah akan memperkuat penyidik kepolisian yang handal, 
sehingga diperlukan pelatihan khusus yang berkesinambungan agar lebih profesional dan 
lebih empati kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi hukum yang 
perlu dilakukan terus menerus oleh Fakultas Hukum melalui kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat kemudian perlu dilakukan pelatihan kasus penanganan kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap penegakan hukum, LBH atau lembaga sosial masyarakat.  
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